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ABSTRAK

Nama : Dias Rendy Pratama
Nim :202110110311043
Judul : Tinjauan Yuridis Kepastian Hukum Jual Beli Tanah Secara Di Bawah

Tangan Berdasarkan PP No 18 Tahun 2021
Pembimbin : 1. Prof. Dr. Rahayu Hartini, SH., M.Si., M.Hum.
2. H. Wasis, SH., M.Si, M.Hum.

Penelitian ini mengkaji kedudukan hukum dokumen petunjuk sebagai bukti peralihan hak atas
tanah melalui jual beli di bawah tangan, dengan studi kasus di Kabupaten Tuban, pasca
berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021. Latar belakang penelitian ini
adalah masih maraknya praktik jual beli tanah yang hanya didasarkan pada bukti informal
seperti Letter C, Petok D, dan kuitansi yang disaksikan oleh Kepala Desa, terutama di wilayah
perdesaan Tuban. Praktik ini didorong oleh berbagai faktor, antara lain desakan kebutuhan
ekonomi, anggapan bahwa proses formal melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) rumit
dan mahal, serta kuatnya sistem kepercayaan adat. Permasalahan utama muncul dengan adanya
Pasal 96 PP No. 18 Tahun 2021 yang menetapkan batas waktu hingga tahun 2026, di mana
setelah itu dokumen petunjuk tidak lagi berlaku sebagai alat bukti kepemilikan di pengadilan,
melainkan hanya sebagai petunjuk. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum
empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis, melalui wawancara mendalam dengan pihak
Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tuban, Camat, Kepala Desa, dan masyarakat di
Kecamatan Montong, yang merupakan wilayah dengan tingkat pendaftaran tanah terendah.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasca-2026, kedudukan hukum dokumen petunjuk akan
terdegradasi secara fundamental, menciptakan risiko ketidakpastian hukum yang serius bagi
masyarakat. Upaya pemerintah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
(PTSL) terhambat oleh kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat yang memangkas target
secara drastis pada tahun 2025. Selain itu, terjadi kesenjangan informasi antara pemerintah
pusat dan pemerintah desa, serta rendahnya kesadaran hukum dan sikap apatis masyarakat
menjadi kendala utama dalam mewujudkan kepastian hukum pertanahan di Kabupaten Tuban.

Kata Kunci : Jual Beli di Bawah Tangan, Dokumen Petunjuk, Kepastian Hukum, PP No.
18 Tahun 2021, Pendaftaran Tanah.



ABSTRACT

Name : Dias Rendy Pratama
Nim :202110110311043
Tittle : Juridical Review of the Legal Certainty of Buying and Selling Land Under

Hands Based on Government Regulation No. 18 of 2021
Supervisors : 1. Prof. Dr. Rahayu Hartini, SH., M.Si., M.Hum.
2. H. Wasis, SH., M.Si, M.Hum.

This research examines the legal standing of informal documents as evidence of land rights
transfer through underhand sale and purchase agreements, with a case study in Tuban Regency,
following the enactment of Government Regulation (PP) Number 18 of 2021. The background
of this study is the prevalence of land transaction practices based solely on informal evidence
such as Letter C, Petok D, and receipts witnessed by the Village Head, particularly in the rural
areas of Tuban. This practice is driven by various factors, including urgent economic needs,
the perception that the formal process through a Land Deed Olfficial (PPAT) is complicated and
expensive, and the strong influence of the customary trust system. The main problem arises
from Article 96 of PP No. 18 of 2021, which sets a deadline until 2026, after which informal
documents will no longer be valid as evidence of ownership in court, but only as a guideline.
This study employs an empirical legal research method with a descriptive-analytical approach,
conducting in-depth interviews with the National Land Agency (BPN) of Tuban Regency, the
Sub-district Head (Camat), Village Heads, and community members in Montong Sub-district,
which has the lowest rate of land registration. The findings indicate that after 2026, the legal
standing of informal documents will be fundamentally degraded, creating a serious risk of legal
uncertainty for the community. Government efforts through the Complete Systematic Land
Registration (PTSL) program have been hampered by the central government's budget
efficiency policy, which drastically cut targets for 2025. Furthermore, an information gap
between the central and village governments, coupled with low legal awareness and public
apathy, serves as a major obstacle to achieving land tenure security in Tuban Regency.

Keywords: Underhand Sale and Purchase, Informal Documents, Legal Certainty,
Government Regulation No. 18 of 2021, Land Registration.
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